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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Makassar ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dae rah Tahun Anggaran 2019, maka perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Menimbang: 

WALIKOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

TENT ANG 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajenc dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar 
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3988); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Pcraturan Pcrnerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201 O ten tang 201 O 
tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tcntang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712); 
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31. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pokok Pokok Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar tahun 2009 Nomor 4); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

30. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negcri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia) Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilanb Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 6057); 

26. Pera tu ran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 ten tang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279); 
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38. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Bcrita 
Daerah Kata Makassar Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar 
Nomor 26 Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketiga alas 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tcntang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berila 
Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2019); 

39. Peraturan Walikota Makassar Nornor 45 Tahun 2015 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kata Makassar (Berita Dacrah 
Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 28) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 
75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pernerintah Kota Makassar (Berita Oaerah Kola 
Makassar Tahun 2019 Nomor 77); 

40. Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 
2018 Nomor 63); 

41. Peraturan Walikota Kata Makassar Nomor 62 Tahun 2019 
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kola 
Makassar Tahun 2019 Nomor 62). 

37. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Akuntansi Pemerintah Kola 
Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 
29): 

34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Makassar 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Tahun 2018 Nomor 7); 

35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2019 tent.ang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata 
Makassar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2019 Nomor 8); 

36. Peraturan Daerah Kata Makassar Nomor 2 Tahun 2020 tenlang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan clan 
Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 
(Lernbaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 2); 

32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 ten tang 
Tentang Pembentukan clan Susunan Organisasi Perangkal 
Daerah Kota Makassar); 

33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 
2); 



Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
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Pasal3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Makassar ini. 

Pasa12 

238.994.035.090,52 Rp Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

174.757.265.684,91 
53.000.000.000,00 

Rp 
Rp 

121. 757. 265.684,91 Rp 

3 Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Neto 

117.236.769.405,61 Rp Surplus/ (Defisit) 

Jumlah Belanja 
Rp 2.472.856.927.806,30 
Rp 3.549.123.220.749,30 

Rp 195.613.821.282,00 
Rp 1.393.040.321.841,50 
Rp 884.202.784.682,80 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang 
3) Belanja Modal 

Rp 1.076.266.292.943,00 

Rp 1.016.693.100.943,00 
Rp 
Rp 
Rp 55.552.460.000,00 
Rp 2.870.000.000,00 
Rp 
Rp 1.116.584.000,00 
Rp 34.148.000,00 

2 Betanja 
a. Belanja Tidak langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak T erduga 

3.666. 359. 990.154,91 

1 Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 1.303.316.337.553,94 
b. Dana Perimbangan Rp 1.824.567.795.448,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah _R~p __ S.;;...;3...;..8;.......47;..;;5..;..;.8...;..57...;.. . ..;..;15...;..2,i.;..9_7 

Jumlah Pendapatan Rp 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 terdiri atas: 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 
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SERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 

M.ANSAR 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Makassar. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 6 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 5 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Makassar ini. 

Pasal 4 

TTD

2 September 2020
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

1 September 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

             TTD

RUDY DJAMALUDDIN

55


